BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR .44 /PERKEU TAHUN 2023

TENTANG

HIBAH BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
KEPADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH JAMBI

Menimbang :

Mengingat

a.

L.

BUPATI BUNGO,

bahwa ketentuan pasal 396 ayat (1) huruf f Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, hibah barang
milik daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk
kepentingan penyelenggaraan pemerintahan pusat
/pemerintahan daerah guna mendukung penyelengaraan

tugas dan fungsi pemerintahan pusat atau pemerintahan
daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bungo
Kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Kantor Wilayah Jambi;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan  Daerah  Otonom  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il
Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat I Tanjung Jabung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);
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. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang
Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor357), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 31Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4515;

. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
5165);

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 3);

. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tcntang
Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan
Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5610); sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84
Tahun 2014 tentang Penjulan Barang Milik Negara/Daerah
berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17,

18.

19.

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja
Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan
Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 62);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan PresidenNomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
tentang Standarisasi Sarana Prasarana Kerja Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7
Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Prasarana Kerja
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daaerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi,
dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo
Tahun 2015 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo

Tahun 2018 Nomor 3);
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Menetapkan:

KESATU

KEDUA

KETIGA

20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo
Tahun 2021 Nomor 2);

21. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Bungo
Tahun 2014 Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Bungo Nomor 27 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 20
Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun
2016 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG HIBAH BARANG MILIK
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO KEPADA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA KANTOR WILAYAH JAMBI.

Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bungo
Kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Kantor Wilayah Jambi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan
keputusan ini.

Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
dilaksanakan untuk mendukung pelayanan keimigrasian
khususnya kepada masyarakat Kabupaten Bungo dan juga
masyarakat dari luar Kabupaten Bungo.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal, 2023
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